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ABSTRAK

Ketertiban umum adalah sebuah aspek penting dalam menciptakan
lingkungan bermasyarakat yang aman dan damai. Satuan Polisi Pamong Praja
memiliki peran utama dalam menegakkan Peraturan Daerah, termasuk dalam
pelaksanaan operasi yustisi penanggulangan tuna susila yang diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan
Ketertiban Umum. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah
mengenai meningkatnya jumlah tuna susila di Kabupaten Kediri dalam beberapa
tahun terakhir. Hal tersebut terjadi dalam total 9 tempat Eks lokalisasi yang
tersebar di wilayah Kabupaten Kediri. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab
pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: pertama, bagaimana
penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan operasi
yustisi penanggulangan tuna susila menurut Perda Kabupaten Kediri No. 6 Tahun
2017; kedua, bagaimana perspektif Siyāsah Tanfidziyyah terhadap penegakan
hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan operasi yustisi
penanggulangan tuna susila menurut Perda Kabupaten Kediri No. 6 Tahun 2017.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan
metode pendekatan hukum sosiolegal studies yang menghubungkan teori hukum
dengan data empiris untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang
praktik hukum dalam masyarakat. Penelitian ini berorientasi pada perolehan data
langsung di lapangan dengan menggunakan sifat deskriptif-analitis. Teori yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan teori siyāsah
tanfidziyyah untuk menganalisis fakta-fakta dan temuan yang telah diperoleh.

Penelitian ini menemukan hasil bahwa kinerja Satpol PP telah berjalan
dengan baik sesuai dengan prosedur dan ketentuan dari Perda yang mengatur,
namun ada beberapa kendala yang menghambat keefektivitasan operasi yang
dijalankan berdasarkan kelima faktor dari teori penegakan hukum, yakni faktor
perundang-undangannya, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana,
faktor kebudayaan dan faktor masyarakat. Perbuatan asusila adalah hal yang
menimbulkan kemudhorotan, maka dibutuhkan penertiban dan pengamanan
seperti yang ditegakkan oleh Wilāyatul Hisbah di Aceh untuk mengoptimalkan
pelaksanaan operasi yustisi penanggulangan tuna susila di Kabupaten Kediri.

Sejalan dengan hasil penelitian yang telah disebutkan bahwa Satpol PP
memiliki dasar hukum yang kuat dalam melaksanakan tugasnya, namun masih
tetap diperlukan penyempurnaan dalam implementasinya. Maka saran yang
diberikan penulis dari beberapa hal tersebut adalah: 1. Pemberian sanksi hukum
pada Perda yang mengatur dan pembuatan instrumen penutupan lokalisasi; 2.
Penambahan personil Satpol PP; 3. Jumlah mobilitas dan anggaran yang
ditingkatkan; 4. Mengadakan pembinaan dan edukasi untuk kesadaran masyarakat.
Keempat hal tersebut dapat menjadi evaluasi bagi Satpol PP untuk menciptakan
penegakan hukum yang lebih baik, adil, dan solutif bagi masyarakat.
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